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Tata Kelola Perencanaan Strategis

. Framework SPBE
Definisi
Framework seperti COBIT (Control Objectives for Information
Tata kelola perencanaan strategis SPBE adalah and Related Technologies) dan TOGAF (The Open Group
pendekatan sistematis untuk merencanakan, dan Architecture Framework) dapat membantu pemerintah
mengelola TIK dalam pemerintahan untuk dalam merencanakan dan mengelola Tl (The Open Group,
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 2020: ISACA, 2019).

akuntabilitas pelayanan publik.

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang jelas untuk membuat
keputusan terkait Tl (peran, tanggung jawab, dan
proses) akan memastikan bahwa investasi dalam Tl
selaras dengan tujuan strategis pemerintah. (Weill
and Ross, 2004).




5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN

Generic Evidence \

OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

-

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI,

J DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

SEMUA
Merujuk pada kriteria
muatan/cakupan, proses dan
lingkup penerapan

SEBAGIAN

KONSEP/DRAFT

DOKUMENTASI

TATA KELOLA




Contoh Generic Evidence

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GD. SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 1-2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3849348, 3846518; FAKSIMILE (021) 3451231; SITUS http://pusintek.kemenkeu.go.id

NOTULA

A. Dasar
Undangan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK Nomor UND-4/IT.2/2016
tanggal 29 April 2016.

B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB
bertempat di Ruang Rapat Profesionalisme 1.

C. Agenda
Penelahaan Legal Drafting Perubahan KMK Nomor 671/KMK.01/2015

Tingkat5
Tindak Lanjut
Notulen Evaluasi

1.

Tingkat i

Notulen Evaluasi

No Presentasi, Diskusi, dan kesepakatan Pelaksana

A) | Diskusi

persetujuan terkait dengan tata kelola TIK Kementerian
Keuangan dapat dipimpin oleh Menteri
Keuangan/Ketua/ Ketua Pelaksana Harian.

Diktum KELIMA disesuaikan menjadi:

Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEEMPAT, Menteri Keuangan/Ketua/
Ketua Pelaksana Harian dapat memberikan arahan dan
atau persetujuan terkait dengan tata kelola TIK
Kementerian Keuangan Ketua dalam bentuk/kegiatan
lain.

Simpulan

Tindak lanjut rapat adalah Biro Hukum akan menyesuaikan draft sesuai dengan hasil
pembahasan.
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Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah
Daerah

Definisi
Arsitektur SPBE adalah kerangka

dasar yang mendeskripsikan
integrasi antara:

1

oOuvF WwWwN

proses bisnis,
layanan,
datadaninformasi,
infrastruktur,
aplikasi, dan
keamanan.

Penerapan

Diterapkan di Instansi
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Tujuan/Manfaat

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan
Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi
Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan untuk
menghasilkan Layanan SPBE terpadu




Referensi Aturan

Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
KepmenPANRB N0.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi

SPBE

X}  [samw

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemeri
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntab
pelayanan publik yang berkualitas dan terf
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elek

b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduar
efisiensi sistem pemerintahan berbasis  elel
diperlukan tata kelola dan manajemen
pemerintahan berbasis elektronik secara nasio

c. bahwa berdasarkan pertimbanean sebag:

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!
REPUBLIK INDONESIA|

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAST BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis  Elektronik, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA-
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ~ : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;




" Proses Penyusunan Arsitektur SPBE

PEMERINTAHAN
'YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN,

NETRAL, PROFESIONAL DAN BERLANDASKAN HUKUM Visi dan Misi SPBE

KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH
Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE

A\

Domain Arsitektur

Z

(Referensi Arsitektur

K[

Metadata Arsitektur

Komponen yang diperlukan
dalam proses menyusun
keterpaduan Arsitektur SPBE

(. J

- -
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- _
t TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS
Arsitektur SPBE
Domain Layanan SPBE ’

F

TOGAF,
COBIT, etc

Domain Proses
Bisnis

Domain Data dan
Informasi

Domain
Infrastruktur SPBE

k Domain Keamanan SPBE




" Contoh Arsitektur SPBE

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan
kesejahteraan bagi semua.

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan
memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Pendidikan

Kebudayaan

Kesehatan

Data Jumlah Pasien

Rumah Sakit Data Anak Wajib Belajar

Data Kesehatan Warga Data Cagar Budaya

Layanan Informasi Cagar
Budaya

Layanan Cek Kesehatan
Warga

Layanan Anak Sekolah

Layanan Rumah Sakit

Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional

Aplikasi Aku Anak
Sekolah

Aplikasi Jakartaku

Aplikasi SISEHAT

Aplikasi RS DKI
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Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah

Daerah

Definisi
Dokumen yang mendeskripsikan

arah dan langkah penyiapan serta
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Ruang Lingkup

Muatan Peta Rencana SPBE
terdiri atas:

Tata kelola SPBE,;
Manajemen SPBE;

Layanan SPBE,;
Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE dan

Audit TIK.

Tujuan/Manfaat

Untuk memberikan panduan arah
dan langkah dalam penyiapan dan
pelaksanaan SPBE di Instansi
Pusat/pemerintah daerah




Referensi Aturan

Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 13 5.d. 19)
PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
KepmenPANRB N0.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi

SPBE

X}  [samw

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemeri
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntab
pelayanan publik yang berkualitas dan terf
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elek

b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduar
efisiensi sistem pemerintahan berbasis  elel
diperlukan tata kelola dan manajemen
pemerintahan berbasis elektronik secara nasio

c. bahwa berdasarkan pertimbanean sebag:

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!
REPUBLIK INDONESIA|

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAST BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis  Elektronik, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA-
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ~ : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;




" Proses Penyusunan Peta Rencana SPBE

|

|

|| Arsitektur SPBE
: Nasional

|

Peta Rencana Nasional
@ menjadi
dasar

Arsitektur SPBE
Instansi Pusat

e Renstra

Arsitektur SPBE

Pemerintah 5
Daerah

(
Peta Rencana SPBE
Tata Kelola Manajemen Layanan Infrastruktur
Review 5 tahunan SPBE SPBE SPBE
Ag:,"é?' Ke;';‘gga“ Audit SPBE
Peta Rencana
SPBE dituangkan
Instansi
Pusat Rencana Kerja

Peta Rencana
SPBE

Pemerintah
Daerah

dan Anggaran




-

Contoh Peta Rencana SPBE

AREA TRANSFORMASI TARGET WAKTU
NO DIGITAL I’MANGUNAN INISIATIF STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN KELUARAN PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
B. MANAJEMEN SPBE
2. Ekonomi & Industri 1. Memperkuat 8. Penyelenggara Implementasi Layanan Digital Payment Tahun 2022  |Kementerian Perdagangan
pertahanan ekonomi untuk [Manajemen Layanan, 13. |pemanfaatan Digital dan TIK Dalam Sistem
pertumbuhan yang Pengembangan Layanan |Payment dan TIK Dalam [Pembayaran dan Distribusi
berkualitas dan Berbasis Teknologi Sistem Pembayaran dan  |Perdagangan Dalam
berkeadilan Layanan Berbagi Pakai Distribusi Perdagangan  |Negeri
Dalam Negeri
C. LAYANAN SPBE
4. Perlindungan Sosial & 3. Meningkatkan sumber |8. Penyelenggara Pengelolaan Data, Sistem |Dokumen Pengelolaan Tahun 2022  |Kementerian Sosial
A esehatan daya manusia yang Manajemen Layanan, dan Teknologi Data, Sistem dan
berkulitas dan berdaya 13. Pengembangan Informasi Kesejahteraan |Teknologi
saing Layanan Berbasis Sosial Informasi Kesejahteraan
Teknologi Layanan Berbagi Sosial
Pakai
3 6. Pendidikan & Tenaga Kerja |3. Meningkatkan sumber |13. Pengembangan Model Media Pendidikan |Sistem Media Pendidikan Tahun 2022  |Kementerian Pendidikan

daya manusia yang Layanan Berbasis Berbasis TIK Berbasis TIK dan Kebudayaan
berkulitas dan berdaya Teknologi Layanan Berbagi
saing Pakai

D. APLIKASI SPBE

4  |9. Pemerintahan Umum 7. Memperkuat stabilitas |8. Penyelenggara Digital BPKB dan STNK Digital BPKB dan STNK Tahun 2022  [POLRI

(&)

polhukhankam dan
trasnportasi pelayanan
publik

Manajemen Layanan,

13. Pengembangan
Layanan Berbasis
Teknologi Layanan Berbagi
Pakai




Rencana
Anggaran
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Rencana Anggaran SPBE Instansi Pusat/

Pemerintah Daerah

Definisi Ruang Lingkup
Dokumen yang mendeskripsikan Rencana dan Anggaran SPBE
program, kegiatan dan pemanfaatan disusun sesuai dengan proses
anggaran SPBE perencanaan dan penganggaran

tahunan instansi pemerintah
berpedoman pada Arsitektur SPBE
dan Peta Rencana SPBE.

Tujuan/Manfaat

Untuk mendukung efisiensi dan
keterpaduan dalam penerapan/
penyelenggaraan SPBE




Referensi Aturan

Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 20 s.d. 22)

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE

KepmenPANRB N0.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!
REPUBLIK INDONESIA|

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

NOMOR 95/ TAHUN 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TENTANG DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemeri
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntab Menimbang  : behwa untuk melaksanaken ketentuan Pasal 9
pelayanan publik yang berkualitas dan terp Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elek Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang

emantau; valuasi Sistem  Pemerintahan
b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduar Femanfaan, dan Eval een__ Pemisrintel

efisiensi sistem pemerintahan berbasis  elel
diperlukan tata kelola dan manajemen
pemerintahan berbasis elektronik secara nasio

Berbasis  Elektronik, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

c. bahwa berdasarkan pertimbanean sebag: Berbasis Elektronik;

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA-
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ~ : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;




" Proses Penyusunan Rencana Anggaran SPBE

Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

Unit Kerjal Perangkat Inventarisasi
Daerah Fungsi TIK - Kajian Kebutuhan

Mengonsultasikan

Unit Kerja/Perangkat Daerah
Fungsi Perencanaan dan
Penganggaran

Arsitektur
SPBE

Terpadu

Dl

Terkendali

RKA/
DPA

Peta Rencana
SPBE

______________________




Inovasi Proses
Bishis SPBE
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Inovasi Proses Bisnis SPBE Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah

Definisi

Dokumen yang mendeskripsikan
hubungan kerja antar unit organisasi
agar menghasilkan keluaran yang

bernilai tambah bagi pemangku
kepentingan.

Ruang Lingkup

Inovasi proses bisnis mencakup
Peta Proses Bisnis, Peta Relasi,
serta Cross Functional Map
sesuai dengan PermenPANRB
19/2018.

Tujuan/Manfaat

Untuk memberikan pedoman
dalam penggunaan data dan
informasi serta penerapan Aplikasi
SPBE, Keamanan SPBE dan
Layanan SPBE.




Referensi Aturan

Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 23 s.d. 25)

PermenPANRB No.19 Tahun 2018

PermenPANRB N0.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
KepmenPANRB N0.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Menimbang

X}  [samw

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemeri
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntab
pelayanan publik yang berkualitas dan terf
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elek

b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduar
efisiensi sistem pemerintahan berbasis  elel
diperlukan tata kelola dan manajemen
pemerintahan berbasis elektronik secara nasio

c. bahwa berdasarkan pertimbanean sebag:

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!
REPUBLIK INDONESIA|

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAST BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 962 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis  Elektronik, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA-
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;




" Proses Penyusunan Inovasi Proses Bisnis SPBE

\ PETA LINTAS FUNGSI
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SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

-
- KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2019-2021

Level 1

Instansi belum/sudah memiliki konsep dokumen
atau masih dalam proses penyusunan

e Draft yang memuat rancangan

e Notulensi/ catatan / laporan hasil
penyusunan rancangan

e Undangan rapat penyusunan rancangan

e Dokumentasi aktivitas- aktivitas penyusunan

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

.

Kerja
)
nggara
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Level 2

Instansi sudah memiliki dokumen yang
mencakup sebagian Referensi, Domain atau
muatan.

e Dokumen yang memuat sebagian Referensi
Domain atau muatan yang telah
didokumentasikan secara formal

e Khusus dokumen Model Peta Proses Bisnis
masing-masing level dan pendukung yang
sesuai dengan pedoman yang berlaku dan
didokumentasikan secara formal.

APLIKASI

Bidang
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CEN Berbasis Kinerja

o Integrasi perencanaan,
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L D Nama OPD Nama Urusan Uraian Proses Bisnis Referensi | Kode D
Proses RPJMD Model | Metadata
Bisnis © & PIC 2021] 2022[ 2023 20241 2025 .
a
n Pic 2 025

L

b). ARSITEKTUR

Instansi sudah memiliki dokumen yang
mencakup seluruh Referensi, Domain dan Muatan
SPBE.

m Nama

e Dokumen yang mencakup seluruh
Referensi, Domain dan Muatan serta telah
didokumentasikan secara formal

e Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemerintah
daerah mengacu pada peta rencana SPBE
dan seluruhnya sudah dikonsultasikan
dengan unit pengelola TIK serta
didokumentasikan secara formal

e Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang
telah dilakukan perbaikan dan
didokumentasikan secara formal

1
OTOMATISAS!




REVIU DAN EVALUASI RENCANA DAN ANGGARAN
SPBE

Indikator 11-14 ______E

B Levell

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintab-
Berbasis Elektronik
Reviu Peta Rencana Pada Tahur ~
1|Kelola
A

No|[ [Ke—
e Dokumen yang memuat seluruh Referensi, D s = ’\
Domain dan Muatan yang sesuai dengan oo, O —

Instansi sudah memiliki dokumen sesuai standar
Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi
secara periodik

AAd

17|Pemerintah Daerah

standar Nasional e i

Kebijakan Perencanaar

e Notulensi hasil reviu, bukti undangan rapat i

pa
berbasis Elektronik
dan Evalul

pa u Hasil Reviu Proses Bisnis

reviu dan evaluasi dan atau dokumentasi e :
aktivitas reviu dan evaluasi.
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men
Analisis:
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— Pada Pengaturan Keputusan ..............(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan
Risiko SPBE s s Bis
Perubahan SPBE perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan
Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.
Data

Tindak Lanjut :
i

KeaminahlfCnse tentang Proses Bisnis
3|Layanan

Penerapan Smart City

Daerah Tingkat Kabupq
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kebijakan ikan atas pinan K/L/Pemda)
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B Level5s

Dokumen telah dilakukan pemutakhiran sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
rekomendasi tindak lanjut
penyempurnaan

e Dokumen instansi yang berlaku
sebelumnya;

e Dokumen instansi baru yang telah
disempurnakan dan telah ditetapkan

Hasil Reviu Proses Bisnis

perbaikan pfos

— Hasil Reviu Kebijakan SPBE
indak Lani

Dilaksanakar| p
oS Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan .........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal ..............(K/L/Pemda)

belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
DI

tentang Sistem
Internal

) . 2

— = \

Awd
Aoed

e/
BPK K o :

.<ktur Proses Bisnis, Data
«an Informasi, Aplikasi SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
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